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A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

t\4enindaklanjuti lnstruksi Presiden Nomor I
percepatan pembentukan koperasi Desa/Kelurahan

Tahun 2425 tentang

lVlerah Putih, bahwa

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan optimalisasi dan

percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan [\llerah Putih secara

afirmatif, holistik, dan berkesinambungan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, menegaskan bahwa

perekonomian lndenesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada

asas kekeluargaan. Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi

masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada

prinsip gotong royong, kekeluargaan dan saling membantu.

Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 februari 2025,

Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa

sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan. Selanjutnya

ditindaklanjuti pada Rapat Terbatas di lstana Negara pada tanggal 3 lVlaret

2025, Presiden Republik lndonesia mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi

desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan merah putih, dan akan dilakukan

launching Koperasi Desai Kelurahan [Vlerah Putih bertepatan pada Hari

Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat

ekonomi desa dan meingkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.

Percepatan pembentukan 80.000 Koperasi DesalKelurahan fVlerah Putih

(Kopdes tVlerah Putih) adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong

kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan

pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi menuju lndonesia Emas

2045

Adapun lntruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2425

Pemerintah adalah sebagai berikut :

yang menjadi titik Fokus

1. [t/lengambil langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan

terintegrasi untuk melaksanakan kebijakan strategis optimalisasi dan

percepatan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, dan

revitalisasi 80.OOO Kopdes Merah Putih.

2. htlembentuk Kopdes Merah Putih untuk melaksalnakan kegiatan meliputi

namun tidak terbatas kantor koperasi pengaQaan sembako, simpan

pinjam, klinik, apotek, pergudangan, 9rn logistik dengan

memperhatikan karakteristik, potensi, dan lembfga ekonorni yang telah

ada di desalkelurahan.



3. lV{engutamakan pengalokasian dan pengg

kegiatan percepatan pembentukan 80.000 Ko

naan anggaran untuk

dengan ketentuan peraturan perundang-u an

4. lVtelakukan percepatan pelaksanaan kebijakan strategis optimalisasi

dan percepatan pembentukan Kopdes lVlerah Putih optimalisasi dan

pereepatan pembentukan Kopdes lVlerah putih melalui strategi program

yang afirmatif, holistic, dan berkesinambungan,

5. fi/lelakukan strategi percepatan dalam rencana kerja

kementerianllembaga dan pemerintah daerah untuk mendukung

pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih secara terukur, akuntabel,

dan efisien dengan tetap memperhatikan capaian sasaran program dan

kegiatan.

6. t\Ielakukan pertukaran, pemanfaatan, serta integrasi data dan informasi

antar Kementerian/Lembaga, dan pemerintah daerah dalam

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih.

1. Tujuan

Tujuan pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaran Koperasi Desa

Kelurahan Merah Putih ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan koperasi di

DesalKelurahan di Daerah, mengoptimalkan dan mendorong pembentukan koperasi untuk

pemerataan ekonomi dan memperkuat ketahanan pangan meningkatkan pemerataan

ekonomi dan memberdayakan masyarakat desa.

lVerah Putih sesuai



2. l\ilanfaat

Beberapa masalah yang mungkin timbul dalam pe Koperasi Desa

Merah Putih (KDIUP) adalah potensi tumpang tindih dengan Badan Usaha tVlilik

Desa (BUtt/Des), ketergantungan pada du an pemerintah, risiko

penyelewengan dana, dan potensi politisasi. Selain itu kurangnya pemahaman dan

literasi keuangan di kalangan pengelola, serta kura partisipasi masyarakat
juga menjadi tantangan

Berikut contoh yang mungkin akan menjadi permasalailan dalam KDIvIP

a. Pembentukan KDI\IP berpotensi menciptakan tumpang tindih dengan BUtVIDeS yang

sudah ada, yang dapat mengakibatkan persaingan dan kurangnya efisiensi.

b. KDMP sangat bergantung pada dukungan pemer,intah, terutama dalam hal modal

dan regulasi. Jika dukungan pemerintah berkurang. KDI\/P mungkin akan kesulitan

untuk bertahan.

c. Dana yang dialokasikan untuk KDMP, terutama yang bersumber dari APBN, APBD,

dan dana Desa. Berpotensi menjadi sasaran penyielewengan jika pengelolaan tidak

transparan dan akuntabel.

d. Karena KDMP tersebar luas di seluruh indonesia, mereka berpotensi menjadi

sasaran politisasi, yaitu dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu untuk

kepentingan politiknya.

e. Banyak pengelola KDMP yang mungkin memiliki literasi keuangan yang rendah,

sehingga kurang mampu mengelola dana secara efisien dan berkelanjutan.

f. Jika KDMP tidak melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan, potensi

kegagalan akan meningkat. ft/tasyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan monitoring kegiatan KDI\llP.

g. Kualitas SDM pengurus, pengawas, dan pengelola KDIUP harus ditingkatkan agar

dapat mengelola koperasi dengan baik dan profesional.

h. KDMP mungkin menimbulkan konflik dengan lembaga atau kelompok yang sudah

ada di desa, terutama jika ada lembaga yang memiliki kepentingan serupa atau

bersaing dengan KDMP.

i. KDMP perlu memastikan keberlanjutan usaha jangka panjang, bukan hanya fokus

pada pendanaan awal. Keberlanjutan usaha dQpat dicapai melalui diversifikasi

usaha, peningkatan kualitas produk atau jasa, dan pengembangan pasar.

j. Pengelolaan dana yang tidak tepat dan tidak teratur dapat membuka peluang bagi

terjadinya penipuan atau fraud.

k. Koperasi seringkali kesulitas mendapatkan modal yang cukup untuk pengembangan

usaha. Koperasi tidak memiliki akses yang sama dengan perusahaan besar terhadap

pendanaan eksternal atau pasar saham.

l. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara plngurus, pengawas, dan anggota

koperasi dapat menyebabkan konflik dan ketidafpaptian.

m. Pengawasan yang kurang ketat terhadap kegiatan koperasi dapat men yebabkan

penyimpangan atau penyelewengan dana.



I

B. SUI\TBER DATA
L

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun '1992 tentang Pprkoperasian (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 116, tamOJfran Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 3502), sebagaimana telah beberfPa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2A23 tentang Pbnetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2A22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Talrun 2A23 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 217,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2AM Nomor 24,4, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2A22 tentang Cipta Kerja

Ivlenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6950);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka Di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2024

Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6950);

5. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun zAM Nomor 113, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 lentang Badan Usaha Milik Desa

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha [t/ikro, Kecil dan tt/enengah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 6619);

7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Q15 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan lVlenteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2A18 tentang Perubahan Atas Peraturan fi/enteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2415

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik lndonesia

Tahun 2019 Nomor 157);

C, ANALISA

Pokok pikiran pembentukan Koperasi lt/erah Putih adalah untuk meningkatkan

kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang

embantuberbasis gotong royong, kekeluargaan, dan saling m Koperasi ini bertujuan



membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa dan dengan melibatkan

warga sebagai bagian dari sistem usaha bersama Llerah Putih berakar pada

ran masyarakat dalamprinsip ekonomi kerakyatan, yang menekankan

pembangunan ekonomi. Pembentukan Koperasi l\llerah dapat dilakukan melalui

ah ada, atau revitalisasipendirian koperasi baru, pengembangan koperasi yang

koperasi. Pembentukan Koperasi fi/erah Putih mel tahapan persiapan, rapat

pembentukan, penyusunan anggaran dasar, pengajuan pengesahan, hingga

operasional dan pengembangan. Serta sasaran penyusunan Raperbup ini adalah

seluruh masyarakat dan stackholder yang mempunyai kepentingan dalam

pembentukan koperasi merah putih di Desa/Kelurahan. Jangkauan penyusunan

Raperbup ini seluruh pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam

pembentukan koperasi merah putih. Arah pengaturan Raperbup ini meliputi berbagai

aspek pendirian, operasional, dan pengawasan KopDes Merah Putih di wilayah

tersebut. Untuk mengetahui kesesuaian antara Peraturan Bupati Bangka Tentang

Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan [/erah Putih dengan peraturan

perundang-undangan terkait, perlu dilakukan perbandingan muatan pengaturan antara

Peraturan Bupati Bangka tentang Penyelenggaraan Koperasi DesalKelurahan Merah

Putih dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

Perbandingan sebagaimana dimaksud di atas tercantum dalam table dibawah ini:

1. Tabel I

KeteranganNo Dasar Hukum yang sudah dicabuUtidak

berlaku

Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2024 tentang Kabupaten

Bangka di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Ketentuan

yang mengatur mengenai

Kabupaten Bangka dalam

Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1959 dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku

I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor 55),

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun

1956 (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang

Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1956

Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah

Tingkat ll termasuk Kotapraja dalam

Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera

Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821\',

Dicabut dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2A23

tentang Penetapan Peraturan

2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 245,



h Pengganti Undnag-

ng Nomor 2 Tahun 2022

Cipta Kerja menjadi

Undang dan Perppu

2 Tahun 2022 tentang

Unci

P

Und

Cipta Kerja

Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 6573);

2. Tabel ll

No Materi muatan
Peraturan Bupati Bangka tentang Penyelenggaraan

Koperas i Desa/Kelurahan Merah Putih

Ketentuan yang berlaku
saat ini

BAB I KETENTUAN
ut\l1ul\l

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan
Penyelenggaraan KoPerasi
dalam Peraturan Bupati ini
untuk:

a. menjadi pedoman bagi
Penyelenggaraan Koperasi
di Daerah;

b. mengoptimalkan dan
mendorong pembentukan
Koperasi untuk pemerataan
ekonomi; dan

c. memajukan perekonomian
Daerah.

Bahwa dalam lnstruksi
Presiden Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun
2025 tentang Percepatan
Pembentukan Koperasi
Desa/Kelurahan [\4erah
Putih, dalam upaya
mendorong kemandirian
bangsa melalui
swasembada pangan
berkelanjutan sebagai
perwujudan Asta Cita
kedua dan pembangunan
dari desa untuk
pemerataan ekonomi
sebagai perwujudan Asta
cita keenam menuju
indonesia Emas 2045,
perlu membentuk Koperasi
DesalKelurahan merah
putih melalui pendirian,
pengembangan, dan
revitalisasi koperasi di
desa/kelurahan untuk
mewujudkan hal tersebut
perluh langkah strategis,
terpadu, terintegrasi, dan
terkoordinasi antar
kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah guna
melakukan optimaiisasi
dan percepatan
pembentukan Koperasi
Desa/Kelurahan merah
putih.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan
dalam Peraturan Bupati ini,
meliputi:

a. kewenangan Pemerintah
Daerah;

b. Pemberdayaan Koperasi;

c. satuan tugas;

d. Pelindungan Koperasi;

Bahwa dalam lnstruksi
Presiden Republik
lndonesia Nomor I Tahun
2025 tentang Percepatan
Pembentukan Koperasi
Desa/Kelu ra h an l\4erah



e. pemantauan, evaluasi
pelaporan;

f. pembinaan
Pengawasan; dan

g. pendanaan.

dan

dan

BAB II

KEWENANGAN
PETMERINTAH

DAERAH

Pasal 4

kemudahan, Pelindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi,
Pemerintah Daerah Kabupaten
benvenang:

a. berkoordinasi dengan
Gubernur dan/atau
kementerian yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang
Koperasi dalam hal
pelaksanaan teknis
pembentukan dan
Pengelolaan Koperasi;

b. menugaskan Perangkat
Daerah yang melaksanakan
urusan pemerintahan di
bidang Koperasi untuk
berkoordinasi dengan
Perangkat Daerah terkait
dalam pembentukan
Koperasi melalui Pendirian,
pengembangan, atau
revitalisasi;

c. menugaskan Perangkat
Daerah yang melaksanakan
urusan pemerintahan di
bidang Pemberdayaan
masyarakat Desa untuk
berkoordinasi dengan
Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang
Koperasi, dalam pemberian
fasilitasi dan pendampingan
kepada Pemerintah Desa
dan Badan
Pemusyawaratan Desa
bersama unsur masyarakat
dengan melibatkan
Perangkat Daerah terkait
untuk menyelenggarakan
musyawarah Desa dalam
menentukan model
pembentukan Koperasi;

menyelaraskan serta
mencantumkan program
kegiatan dan subkegiatan
yang mendukung Koperasi
pada dokumen
perencanaan
pembangunan Daerah dan
dokumen perencanaan
Perangkat Daerah,

menyediakan anggaran

d

e

n

d da

Dalam pelaksa Bahwa dalam lnstruksi
Presiden Republik
lndonesia Nomor 9 Tahun
2025 tentang Percepatan
Pembentukan Koperasi
DesalKelurahan fi/erah
Diktum Ketujuh angka 18
Para BupatiAiVali Kota
untuk a. berkoordinasi
dengan Gubernur dalam
hal pelaksanaan teknis
pembentukan dan
pengelolaan Koperasi
Desa/Kelurahan fVlerah
Putih.



pembentukan
sesuai dengan
peraturan
undangan,
pemberian
pembuatan akta
Koperasi; dan

f. melakukan sosialt
pemantauan, evaluasi,

dan Pengawasan
Pemerintah Desa

an

uk
an
rris

te

Kope

perunda

pelaporan, serta

pelaksanaan
Pengelolaan,
dan
Koperasi.

Bahwa dalam lnstruksi
Presiden Republik
lndonesia Nomor 9 Tahun
2025 tentang Percepatan
Pembentukan Koperasi
Desa/Kelurahan Merah
Diktum Kedua
lt/embentuk Koperasi
Desa/Keluarahan lVerah
Putih sebagaimana
dimaksud dalam Diktum
KESATU untuk
melaksanakan kegiatan
meliputi namun tidak
terbatas kantor koperasi,
pengadaan sembako,
simpan pinjam, klinik
desa/kelu rahan, apotek
desa/kelurahan, cold
storagel perg udangan, dan
log istik desa/kelurahan
dengan memperhatikan
karakteristik
desa/kelurahan, potensi
desa/kelurahan, dan
lembaga ekonomiyang
telah ada di
desalkelurahan.

('l) Pembentukan
dapat melakukan
atau kegiatan berupa

a. gerai penyediaan
sembako;

b. gerai penyediaan
murah;

c. penyediaan
Koperasi;

d. unit simpan
Koperasi;

e. gerai
Desa/Kelurahan;

f. penyediaan
storage/cold chain
gudang;

g. logistik/distribusi;
danlatau

h. lain-lain
penugasan
kebutuhan u

kearifan lokal, kebu
masyarakat
DesalKelurahan
setempat sErta
karalderistik wilayah.

klinik

cold
atau

U

obat

kantor

pinjam

saha,
tuhan

sesuai
dan

BAB III

PEI\TBERDAYAAN
KOPERASI

Bagian Kesatu

Pembentukan
Koperasi

Paragrat 4

Penamaan, Pengurus
dan Pengawas,

serta bidang dan
kegiatan Usaha

Koperasi

Pasal 10

Bahwa dalam lnstruksi
Presiden Republik
lndonesia Nomor 9 Tahun
2025 tentang Percepatan
Pembentukan Koperasi
Desa/Kelurahan Merah
Diktum Ketujuh angka 18
huruf f. melakukan
sosialisasi, pemantauan,
evaluasi, pelaporan, serta
pembinaan dan
pengawasan kepada
pemerintah desa melalui
Camat dalam
pembentukan dan
pengelolaan Koperasi

(1) Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan

dan evaluasi secara

Koperasi setiap 6 (en

(1)

)

la

sebaga

Pemberci

terhadap

pada ayat

bidang
masyarakat
melakukan

bulan sekali

(2) Evaluasi
dimaksud

BAB VI

PEMANTAUAN,
EVALUASI DAN

PELAPORAN

Pasal 18



mencakup aspek:

a. jumlah Koperasi
telah terbentuk;

d. manfaat ekonomi
anggota, dan

e. kendala yang dihad

{3) Bupati melaporkan hasil
evaluasi secara berkala
sebagaimana dima(sud
pada ayat {2} kepada
Gubernur.

(4) Pemerintah Daerah
melaporkan hasil
pelaksanaan program
kemudahan, Pelindungan,
dan Pemberdayaan uslaha
Koperasi yang dibiayai
melalui dana alokasi khusus
dan/atau diana
dekonsentrasi kepiada
pernerintah pusat.

g

,

partisib. tingkat
anggota;

c. volume usaha

Desa/Kelurahan Merah
Putih.

D. KESIMPUTAN
Koperasi Merah Putih Bukan Sekedar lembaga melainkan wadah

Dengan dukungankebersamaan untuk mencapai kemandirian ekonomi masyarakat.

aktif dari warga dan pendampingan yang tepat, koperasi ini bisa menjadi motor

penggerak pembangunan ekonomi berbasis komunitas, sefta membangun kemandirian

masyarakat sekitar untuk bisa memajukan potensi daerah di wilayah tersebut, serta

koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi,

dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang

ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga

perlu dikembangkan melalui kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi.

terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Bangka tentang Koperasi Desa/Kelurahan fVlerah

Putih setelah dilakukan evaluasi dan analisis n Perundang-undangan terkait

baik dalam hal dasar hukum dan muatan

sebagaimana dimaksud karena menindaklanj

bahwa Peraturan Bupati

lnstruksi Presiden Republik

lndonesia Nomor I Tahun 2025

Desa/Kelurahan l/erah Putih bahwa

percepatan pembentukan Koperasi

tentang Pembentukan Koperasi

rah melakukan optimalisasi dan

hausa

Pemerintah

lVlerah putih secara afirmatif,



holistik, dan berkesinambungan"

2. Bahwa ruang lingkup pengaturan dalam Peratu Bupati ini meliputi kewengan

tugas, pelindungan koPerasi,pemerintah daerah, pemberdayaan koperasi,

pemantauan, evaluasi dan pelapoi'an, pembinaan d pengawasan dan pendanaan

E. REKOMENDASI

Rekomendasi kebijakan Tim Kelompok Kerja Analisa d evaluasi Produk Hukum Daerah

terhadap Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan i desalKelurahan lVlerah Putih

a- Agar diusulkan dalam Propemperkada Tahun 2025 tentang Rancangan Peraturan

Bupati teniang Penyelenggaraan Koperasi DesalKelurahan Merah Putih'

b. Berdasarkan hasil Analisa dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati tentang

penyelenggaraan Koperasi DesdKelurahan lVlerah Putih bahwa ada beberapa pasal

yang diselaraskan dengan Aturan-aturan terbaru, maka perlu dilakukan pembuatan

atas Peraturan BuPati tersebut.
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